BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3© /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/020/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI TABALONG,

bahwa  sehubungan adanya perubahan  susunan
keanggotaan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong,
sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan
Bupati Tabalong Nomor 188.45/020/2024 tentang
Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I[I Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 692);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);
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11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2015 Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/020/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Tabalong, yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2024,
diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DINAS/BADAN

~ Pj. BUPATI TABALONG,
SEKDA

| KABIDIKABAG

|% ASISTEN

KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF

WIMIU(/

— HAMIDA MUNAWARAH

KAD!IS'KABAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

pada tanggal A& V‘»’W’W‘ 2025



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ % /2024
TANGGAL AC (Paorcars Zo2§

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TABALONG

NO

JABATAN DALAM DINAS

JABATAN DALAM TIM

KET

Bupati Tabalong

Pengarah I

Wakil Bupati Tabalong

Pengarah II

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong

Ketua

o R B

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong

Wakil Ketua

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong

Sekretaris

Kepala Bidang Penyelenggaraan
e-Government dan Aplikasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong

Anggota

Pranata Komputer Ahli Muda pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong

Anggota

Analis Hukum  Ahli  Muda/Sub
Koordinator Dokumentasi dan Informasi
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

Anggota

Analis Hukum Ahli Muda/Sub
Koordinator Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

Anggota

10.

Analis Hukum Ahli Pertama pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

Anggota

11.

Analis Peraturan Administrasi pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

Anggota

12.

Analis Peraturan Perundang-undangan
dan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Anggota

13.

Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

Anggota




SEKXRETARIS DINAS/BADAN

SEKDA

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM KET
14. | Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Anggota

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Tabalong
15. | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Anggota

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,
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